BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1565, 2014

KEMENDAG. Alat Ukur. Takar. Timbang.
Perlengkapan. Tera dan Tera Ulang.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/M-DAG/PER/10/2014
TENTANG

TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN

Menimbang

Mengingat

PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan

. 1.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal dan dalam rangka menjamin kebenaran
hasil pengukuran untuk mewujudkan perlindungan
konsumen, perlu mengatur pelaksanaan tera dan tera
ulang  Alat-alat  Ukur, Takar, Timbang  dan
Perlengkapannya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Tera dan Tera Ulang Alat-
alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);



2014, No.1565

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Kementerian Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5300);

Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia
Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun
2014;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

10 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit
Pelaksanan Teknis Metrologi Legal,

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 /M-
DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib
Ditera dan Ditera Ulang;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-
DAG/PER/8/2012;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-
DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TERA DAN

TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
PERLENGKAPANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang
selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran kuantitas atau penakaran

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi
pengukuran massa atau penimbangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai
sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau
timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau
penimbangan.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang
berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian
yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah
atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku,
dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah
penera yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemeriksaan dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya
disebut pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan
pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang
dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau
menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.

Pengujian dalam rangka tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut
pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai
Berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan
standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat
Teknis.

Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan
pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan
sesuai dengan Syarat Teknis.

Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan
administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian,
pemeriksaan dan pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.

Izin Tipe UTTP adalah persetujuan yang menyatakan UTTP telah
memenuhi Syarat Teknis yang ditetapkan, sehingga dapat diimpor ke
Wilayah Republik Indonesia.

Izin Tanda Pabrik UTTP adalah persetujuan yang menyatakan UTTP
telah memenuhi Syarat Teknis yang ditetapkan, sehingga dapat
diproduksi di Wilayah Republik Indonesia.

Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili
populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.



16.

17.
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Populasi adalah kelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu
dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.

UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan
dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot
dan instalasi.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah
Direktorat Metrologi.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Provinsi yang selanjutnya disebut
UPTD Provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang
metrologi legal di dinas pemerintahan provinsi.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut UPTD Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana tugas teknis
di bidang metrologi legal di dinas pemerintahan kabupaten/kota.

Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi
lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan
permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat
penunjukan atau perjanjian kerjasama.

Direktur adalah Direktur Metrologi.
Pasal 2

Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:

a. Pemeriksaan;

b. Pengujian; dan

c. pembubuhan Tanda Tera.

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum
dibubuhi Tanda Tera.

Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu
telusur.

Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan
berdasarkan Syarat Teknis.

Pasal 3
Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
a. UTTP produksi dalam negeri; dan
b. UTTP asal impor.

Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal
impor sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk



